PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 6
TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI
DAN PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN FASILITAS LANDASAN BANDAR UDARA

Menimbang

Mengingat

1.

SYAMSUDIN NOOR BANJARMASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 180 angka 4
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dan dengan memperhatikan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.34/17/S). pada tanggal
5 Januari 2010 perihal Penataan Peraturan Daerah tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah serta Surat Kepala Badan Pengkajian
Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional Departemen
Keuangan Nomor : S-093/MK.10/2006. tanggal 23 Juni 2006 perihal
Pertimbangan Menteri Keuangan Atas Perda Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk segera ditindaklanjuti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan
Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pos
dan  Telekomunikasi dan Peraturan Daerah Propinsi
Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi
Penggunaan Fasilitas Landasan Bandar Udara Syamsudin Noor
Banjarmasin;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor
21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor
10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3980);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006
tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran
Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
PROPINSI ~ KALIMANTAN SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2004
TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI
DAN PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN FASILITAS
LANDASAN BANDAR UDARA SYAMSUDIN NOOR BANJARMASIN.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

a. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi
Penyelenggaraan Pos dan  Telekomunikasi (Lembaran Daerah  Propinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2004 Nomor 58) ;

b. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi
Penggunaan Fasilitas Landasan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin Lembaran
Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2004 Nomo 62) ; dan

C. Semua Produk hukum daerah yang merupakan peraturan pelaksanaannya,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Juli 2011

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
ttd

H. RUDY ARIFFIN
Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd
H. M. MUCHLIS GAFURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 6



